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Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap  oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis emepiris dengan melakukan wawancara kepada Aipda M. Ikhwan Hasibuan,  Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta dianalisis secara kualitatif.Penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkotika.Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan  prosessesuai dengan Pasal 29ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.Hambatan penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi  karena menyalahgunakan narkotika adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan. 
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IMPLEMENTATION OF CRIMINAL AND ETHICAL SANCTIONS ON POLICE
PERSONNEL INVOLVED IN NARCOTICS ABUSE
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The handling of criminal sanctions on police personnel involved in narcotics abuse was
regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. This provision did not only apply to police
personnel but also to other members of the public proven to have abused narcotics. The
Jormulation of the problems in this research included: how the legal regulation on police
personnel who violated the professional code of ethics due 1o narcotics abuse was
implemented; how law enforcement was carried out by the Professional and Security Division
(Bidang Profesi dan Pengamanan) of the North Sumatra Regional Police on police personnel
who violated the professional code of ethics due to narcotics abuse; and what were the
obstacles and efforts of the Professional and Security Division of the North Sumatra Regional
Police in enforcing the law on police personnel who violated the professional code of ethics
due to narcotics abuse. This research was descriptive in nature and employed a normative
Jjuridical and empirical juridical approach by conducting interviews with Aipda M. Tkinvan
Hasibuan, an Auditor of the Professional and Security Division (Bidpropam) of the North
Sumatra Regional Police, and analyzed qualitatively. The enforcement of the police
professional code of ethics on police personnel involved in narcotics abuse cases was carried
out through an examination, and if proven guilty, sanctions were imposed. The imposition of
disciplinary sanctions and sanctions for code of ethics violations did not eliminate criminal
prosecution of the respective police personnel. Police personnel who abused narcotics were
still subject to legal proceedings despite having served disciplinary and ethical sanctions.
Such personnel must undergo a code of ethics trial, and if proven guilty and sentenced to
more than five (5) years, they could be dishonorably discharged from the institution or
removed from their position. If the sentence was less than five (3) years, further consideration
would be made—whether to impose only disciplinary sanctions or to transfer the personnel to
a location far from narcotics. The legal regulation on police personnel who violated the
professional code of ethics due to narcotics abuse was governed by Law No. 35 of 2009, Law
No. 2 of 2003, Government Regulation No. 2 of 2003, and Regulation of the Indonesian
National Police No. 7 of 2022. The process for dealing with police personnel who violated
the. {fianal code of ethics due to narcotics abuse was carried out in accordance with

ragraph (1) of Law No. 2 of 2002. The obstacles to law enforcement on police
% violated the professional code of ethics due to narcotics abuse included the
hi leged violator and lengthy trial processes.
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